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Abstract: Technological advances in all fields always have an impact on society in a nation. Likewise for the 

Indonesian people. One of the population problems facing the Indonesian nation today is the social behavior of 

the younger generation, which today is very free. In fact, they will be the next generation of the nation's ideals. 

This research method was carried out using a statute approach and a conceptual approach containing 

descriptions of theories, findings and other research materials obtained from reference materials to serve as a 

basis for research activities. This approach is also known as the literature approach, the judge's consideration in 

imposing a crime on abortion committed by the defendant is based on the legal basis used by the judge, namely 

Article 77 A of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning the stipulation of government regulations 

in lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Republic of Indonesia Law no. 23 of 2002 

concerning child protection became law in conjunction with Article 55 Paragraph 1 to 1 of the Criminal Code. 

The Panel of Judges in deciding this case looked at the facts at trial and declared the Defendant legally and 

convincingly guilty of committing a criminal act "participating in committing an act with intentionally carrying 

out an abortion on a child who is still in the womb for reasons and procedures that are not justified by the 

provisions of the laws and regulations, based on the judge's considerations, namely the public prosecutor's 

indictment, witness statements, defendant's statements, evidence, and articles in criminal law regulations. , as 

well as positive legal considerations, namely the reasons why the defendant committed the act and the 

consequences of the defendant's actions. 

Keyword: Abortion, women's health, health 

Abstrak: Kemajuan teknologi disegala bidang selalu membawa dampak bagi masyarakat di suatu bangsa. Begitu 

juga untuk bangsa Indonesia. Salah satu masalah penduduk yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah 

tata pergaulan generasi muda yang dimasa sekarang sangatlah bebas. Padahal mereka akan menjadi generasi 

penerus cita-cita bangsaMetode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan statute approach dan conceptual 

approach berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk 

dijadikan landasan kegiatan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana aborsi dilakukan terdakwa dilihat berdasarkan 

dasar hukum yang dipakai oleh hakim yaitu Pasal 77 A UU RI No. 35 tahun 2014 tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.Majelis Hakim dalam 

memutuskan perkara ini melihat fakta-fakta yang ada di persidangan dan menyatakan Terdakwa secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan 

aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan”, berdasarkan pada pertimbangan hakim yaitu dakwaan penuntut 

umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, serta 

pertimbangan hukum positif yaitu alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa 

Kata kunci: Aborsi, kesehatan Perempuan, kesehatan. 

PENDAHULUAN  

Kemajuan teknologi disegala bidang selalu membawa dampak bagi masyarakat di suatu 

bangsa. Begitu juga untuk bangsa Indonesia. Salah satu masalah penduduk yang dihadapi 

bangsa Indonesia dewasa ini adalah tata pergaulan generasi muda yang dimasa sekarang 

sangatlah bebas. Padahal mereka akan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa. 

Pergaulan bebas para pemuda pemudi, bahkan anak dibawah umurpun bisa melakukan 

perbuatan yang sekarang bisa berakibat fatal. Misalnya, mereka sering menirukan adegan-
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adegan dewasa yang mereka tonton baik melalui televise atau dari media social. Hal ini dapat 

mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Disini beban mental untuk wanita semakin berat. 

Dia akan menanggung malu jika si pria tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya timbulah 

gagasan yang tidak baik untuk menghilangkan rasa malu itu dengan cara aborsi (pengguguran 

kandungan). 

Aborsi memiliki 2 sifat yaitu bersifat legal aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan 

atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat 

perkosaan, sesuai pasal 75 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Kesehatan serta dengan 

persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi legal sering juga disebut aborsi buatan atau 

pengguguran dengan indikasi medis. Yang kedua yaitu aborsi ilegal, aborsi ilegal dilakukan 

oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara diluar medis 

seperti pijat, jamu atau ramu-ramuan, dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau 

suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, tetapi 

tidak mempunyai indikasi medis 

Praktik aborsi yang tidak aman merupakan perbuatan yang telah terjadi sejak lama, 

sejak tahun 1967. World Health Assembly mengidentifikasi aborsi yang tidak aman sebagai 

permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di berbagai negara. Setiap tahunnya, 22 juta 

praktik aborsi tidak aman diperkirakan telah terjadi. Praktik tersebut menyebabkan kematian 

pada sekitar 47 ribu jiwa. Hampir semua praktik aborsi tersebut (98%) terjadi di negara 

berkembang Di Indonesia sendiri, para peneliti memperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar 

dua juta aborsi dipraktikan. 

Meningkatnya tingkat aborsi di Indonesia sejalan dengan meningkatnya hubungan seks 

bebas di luar nikah. Stigma atas perilaku tersebut serta pembatasan yang ketat terhadap aborsi 

membuat perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga-tenaga 

non medis yang menggunakan cara-cara antara lain dengan meminum ramuan-ramuan yang 

berbahaya dan melakukan pemijatan penguguran kandungan yang membahayakan, atau 

dengan penggunaan racikan obat sendiri contohnya misoprostol secara pribadi tanpa resep. 

Misoprostol merupakan obat yang memiliki kontraindikasi bagi wanita hamil karena dapat 

gugurnya kandungan jika tidak ditangani secara medis. Penggunaan misoprostol diluar indikasi 

sebagai obat pematang cervic untuk induksi persalinan (aborsi) karena harganya murah. 

Meskipun banyak digunakan untuk menggugurkan kandungan, obat tersebut tetap harus 

digunakan dengan hati-hati karena dapat membahayakan kesehatan dan nyawa ibu hamil. 

Meskipun Indonesia memberikan pengecualian atas dasar kedaruratan medis (abortus 

provocatus medicinalis) maupun kasus perkosaan sebagaimana tertuang dalam pasal pasal 346, 
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pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP menganggap aborsi sebagai kegiatan ilegal (abortus 

provocatus criminalis). Aturan yang ketat terhadap aborsi, sulitnya untuk mengakses informasi, 

interaksi dan transaksi di dunia nyata, ditambah melekatnya kehidupan para remaja pada media 

sosial dapat mendorong para remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan untuk 

berpindah dari dunia nyata ke dunia maya dalam mengatasi permasalahannya tersebut. 

Karakter dunia maya yang bebas, terintegrasi secara virtual melalui perangkat daring, terbuka 

untuk semua orang, arena luas untuk diskusi secara daring dengan bahasa sehari-hari serta 

ikatan solidaritas virtual memiliki implikasi pada perilaku pelaku aborsi daring di kalangan 

remaja melalui media sosial. Para klien aborsi berpotensi melihat ini sebagai solusi praktis, 

cepat, efektif, dan efisien yang dapat menjaga rahasia mereka. 

Fakta ini tentunya menjadi pasar tersendiri bagi para penjual obat aborsi daring. 

Pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang dimana hampir 130 juta orang 

diantaranya adalah pengguna aktif media sosial menjadi target potensial. Kecenderungan 

penggunaan media sosial khususnya bagi remaja dimanfaatkan oleh pihak yang tidak 

bertanggungjawab dalam mengedarkan obat illegal berupa obat aborsi. Seiring dengan 

kemajuan teknologi tersebut, internet sebagai media dalam mempromosikan dan 

mendistribusikan produk semakin mempersempit antara pembeli dan penjual. Media ini pula 

yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dalam melaksanakan kegiatannya termasuk 

diantaranya mempromosikan dan mengedarkan obat penggugur kandungan. Oleh karenanya, 

kajian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi peredaran gelap obat aborsi ilegal di media 

sosial serta mencari intervensi terbaik yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

Melakukan aborsi dengan sengaja dilakukan dan tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) 

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 194. 

Selain itu aborsi atau pengguguran kandungan tanpa bantuan medis ini pun sejatinya dilarang 

sebab selain bertentangan dengan norma hukum juga dianggap bertentangan dengan norma 

agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. 

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam suatu putusan peradilan merupakan suatu 

bentuk tanggung jawab hakim atas apa yang diputuskannya dalam putusan, sehingga segala 

sesuatu yang diputuskan dalam putusan harus memperhatikan pertimbangan hukum yang 

terdapat dalam bagian maupun isi putusan. Pada dasarnya yang membuat terdakwa mendapat 

ancaman pidana dikarenakan adanya pertimbangan dari hakim yang membertakan dan 

meringankan. 
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KAJIAN TEORITIS 

Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di dalam kitab 

Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang 

dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkam dengan delik, 

yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Secara umum tindak pidana 

merupakan suatu pelanggaran pada norma yang ada mengenai gangguan ada tata tertib hukum, 

entah secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan 

hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga 

terjaminnya kepentingan masyarakat umum. 

Menurut Moeljatno, istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Pendapat beliau 

istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang 

menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi 

pidana. demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang 

dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Tindak pidana adalah 

perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian 

perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif  juga perbuatan yang bersifat pasif. 

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:  

1. Perbuatan  

2. Yang dilarang 

3. Ancaman pidana 

Aborsi Dalam Perfektif Hukum 

Pengertian aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan 

secara sengaja maupun tidak sengaja. Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi 

akibat kecelakaan dan yang disebut aborsi tidak melawan hukum, tindakan tersebut tidak 

menyalahi aturan hukum. 

Dokternya sama-sama bisa merahasiakan semua peristiwa aborsi tersebut Sedangkan 

tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, atau 

pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum. Tindakan 

aborsi yang melawan hukum sering terjadi tetapi jarang ada yang memberitakan, karena 

masing-masing pihak antara pasien dengan pelaku. 
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Perbuatan aborsi  dilarang oleh undang-undang. Tetapi berdasarkan Undang-undang 

No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 terdapat perkecualian. Aborsi 

boleh saja dilaksanakan asal memenuhi beberapa prosedur yang sudah menjadi dasar pokok 

yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan 

oleh Pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut aturan hukum hanya untuk penyelamatan 

kesehatan ataupun nyawa seseorang, misalnya saja ada seorang ibu hamil yang kehamilannya 

di luar kandungan maka untuk menyelamatkan jiwa ibu tersebut perlu diadakan tindakan 

operasi guna mengangkat janin yang berada di luar kandungan itu karena tanpa adanya 

tindakan operasi tersebut kemungkinan jiwa ibu hamil tersebut dapat terancam. 

Aborsi memiliki dua kualifikasi yaitu, Abortus Spontanius suatu kejadian yang 

mengakibatkan kegugurannya suatu kehamilan dari seorang ibu hamil dikarenakan akibat 

terpleset, jatuh, kecelakaan atau kejadian yang lain yang spontan. Yang kedua Abortus 

Provocatus Criminalistis yaitu tindakan aborsi yang tidak dibenarkan karena dalam KUHP 

tindakan aborsi diatur dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP, misalnya 

ada seorang wanita muda hamil karena alasan belum punya suami dan karena malu diketahui 

oleh temandan keluarga maka ia bermaksud menggugurkan kandungannya dengan minta 

bantuan seorang dokter atau dengan menggunakan obat penggugur kandungan yang dijual di 

media sosial untuk dapat kandungannya digugurkan, aborsi seperti inilah yang tidak 

dibenarkan dalam KUHP. 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan statute approach dan conceptual 

approach  berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari 

bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan 

pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini 

prescriptif design adalah yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran 

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam 

penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana pengaturan hak citi hamil bagi pekerja 

perempuan. Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif 

tidak terlepas dari kritik sehingga data-data yang diperoleh melalui metode kualitatif tidak 

memiliki standar yang baku dalam hal perhitungan. Pendekatan penelitian kualitatif ialah untuk 

memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk 

diteliti secara mendalam. Peneliti lebih tertarik dengan analisis data kualitatif karena menyatu 
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dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil 

penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Ilegal 

Analisis yuridis pertimbangan hakim terdiri dari dakwaan penuntut umum, tuntutan 

pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan 

pidana. Hal ini, pertimbangan yuridis berdasarkan pada sudut pandang hukum yang menjadi 

dasar sebelum memutuskan perkara, umumnya hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta 

yang ada dalam persidangan sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, dalam perkara 

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Byl hakim dalam menjatuhkan putusan menyatakan bahwa 

Terdakwa terbukti secara meyekinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang 

dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan 

dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka 

yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 77A UU RI. No. 35 tahun 2014 tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua 

atas UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 

55 Ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan dengan 

apakah perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur rindak pidana yang didakwakan, 

dalam pertimbangan ini hakim dapat menjatuhkan berat ringannya serta lamanya ancaman 

pidana. 

Analisis non yuridis pertimbangan hakim terdiri dari alasan perbuatan terdakwa dan 

akibat dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, dalam perkara Nomor 

136/Pid.Sus/2023/PN.Byl hakim dalam menjatuhkan vonis juga mempertimbangkan keadaan 

yang memberatkan dan meringankan. Alasan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa 

telah membantu saksi dalam perbuatan pengguguran nyawa bayi yang masih berada 

dikandungan. Sedangkan untuk alasan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa masih 

muda dan Terdakwa hanya dimintai tolong dan bukan murni ide atau inisiatif terdakwa, 

Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi 

keluarga. 

Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Byl Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia 

Menurut ketententuan Undang-Undang Dasar pasal 28A, menyatakan bahwa hak untuk 

hidup dan mempertahankan kehidupan adalah hak bagi setiap orang, terutama  warga negara 

Indonesia. Apabila seseorang menghilangkan nyawa yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga 
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janin yang masih didalam kandungan. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak hidup 

setiap warganya, dengan menggunakan alat-alat negara untuk bertindak jika terjadi pelanggaran 

hak hidup manusia. 

Memnurut ketentuan Undang-Undang Pasal 347 dan 348 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana,  yang mengatur mengenai pengguguran, maka hal tersebut apabila melakukan 

aborsi diluar kepentingan medis tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Apabila dipahami lagi 

dalam ketentuan KUHP yang dilandasi dengan seuatu pemikiran bahwa anak yang masih didalam 

kandungan sudah dianggap sebagai subyek hukum sehingga berhak mendapatkan perlindungan 

hukum 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang KesehatanPasal 60 dan 428, 

maka seseorang tidak memenuhi kriteria tersebut untuk aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 

diatas akan mendapat pidana penjara paling lama 4 tahun. Berbeda dengan pasal 428 apabila 

melakukan aborsi dengan persetujuan perempuan dan tidak sesuai dengan kriterian diatas dapat di 

pidana penjara paling lama 5 tahun, jika tanpa persetujuan dari perempuan yang bersangkutan 

dapat pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi yang menjelaskan bahwa suatu negara berhak 

untuk melarang tindakan aborsi, akan tetapi aborsi diperbolehkan jika adanya indikasi kedaruratan 

medis yang membahayakan nyawa ibu hamil atau akibat dari korban perkosaan saja.. 

PENUTUP  

Kesimpulan  

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana aborsi 

dilakukan oelh terdakwa dilihat berdasarkan dasar hukum yang dipakai oleh hakim yaitu Pasal 

77 A UU RI No. 35 tahun 2014  tentang penetapan  peraturan pemerintah pengganti Undang-

undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. 

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini melihat fakta-fakta yang ada di 

persidangan dan menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap 

anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan”, berdasarkan pada pertimbangan hakim yaitu 

dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal 

dalam peraturan hukum pidana, serta pertimbangan hukum positif yaitu alasan terdakwa 

melakukan perbuatan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa.  

Pengaturan hukum atas tindak pidana aborsi dijelaskan pada KUHP, undnag-undang 

pidana. Selain itu, tindak pidana aborsibtelah melanggar ketentuan pasal 28A Undnag-ndnag 



 
Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal  

164        TERANG - VOLUME 1 NO. 2 JUNI 2024  

Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. 
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